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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran reformasi
birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,
birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang
memiliki pelayanan publik berkualitas, perlu menyusun
road map reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan
bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan untuk melakukan langkah-
langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator = Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4616);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

700);
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-20109;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-
2019 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koodinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam

melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-
2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
penjabaran rencana pelaksanaan reformasi birokrasi yang
akan menjadi panduan pengelola reformasi birokrasi untuk
melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas
reformasi birokrasi pemerintahaan yang bersih dan akuntabel
melalui 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program

quick wins.

Pasal 3
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-
2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
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Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PUAN MAHARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

FERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019

I. PENGUATAN REFORMASI BIROKRAS]I KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1.1. Reformasi Birokrasi dan RPJMN 2015-2019
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMMN) 2015-2019, Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi merupakan kerangka
dasar strategi pembangunan nasional dalam proses perwujudan tiga dimensi
pembangunan, yaitu dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi
Pembangunan Sektor Unggulan, dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1.1. Dengan demikian, pelaksanaan
reformasi biro krasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung
pencapaian target-target pembangunan nasional secara optimal.
Reformasi Birckrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus menerus
yang dokumennya disempurnakan setiap tahunnya. Pada tahun 2015
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
mengeliarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019. Permen ini menegaskan pentingnya keberlanjutan
pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang
baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada
periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada
tahapan selanjutnya (2013-2019). Secara umum penguatan Reformasi Birokrasi
periode 2015-2019 mencakup beberapa hal sebagai berikut:
1. Memelihara dan/atau meningkatkan fmemperkuat
Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan/atan
meningkatkan fmemperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan,
sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan
Reformasi birokasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-
langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek
dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat
berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah
perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya
untuk mempercepat keberhasilan.
3. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahannya
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai
permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan dari berbagai
aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan
terkini. Diharapkan dalam lima tahun ke depan melalui reformasi birokrasi
pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja,
dan pada tahun 2025 pemerintahan sampai pada tatanan pemerintahan
yvang dinamis.

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

1) Membangun untuk manusia dan masyarakan
7) Upayap kemalomeran. pe tidak boleh meociptakan ketimgangan yang makin
melebar Pertatian kivasus din kegada p g P itas rakyat lapisan menesgab bawah, targa
whalirg mesghamb neciikan die mengurng kelel pelaky pelaku bessr uetch terss menjadi
agen pertumbuhas
7]  Aktivitas pembangusan tidak boleh merssak. daya duksng wgan dan banga

Gambar 1.1. Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

1.2. Reformasi Birokrasi dan Renstra Kemenko PMK 2015-2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap
Kementerian /Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam
dokumen RPJMN 2015-2019 terdapat sembilan agenda pembangunan
nasional /nawacita yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
nasional yang di dalamnya terkait dengan bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.1.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pengendalian (KSP), maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab terhadap
keberhasilan program dan kegiatan yang mendorong pencapaian target agenda
nasional di bidang PMK, di antaranya pendidikan, kesehatan, pemuda, kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan
masyarakat, serta kependudukan dan keluarga berencana. Setiap agenda
pembangunan nasional di bidang PMK mempunyai target-target makro yang akan
dicapai melalui program dan kegiatan kementerian dan lembaga yang terkait
dengan bidang PMK. Target-target dimaksud akan dijadikan pedoman oleh
Kemenko PMK, agar proses KSP secara sinergi dan terus menerus menghasilkan
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kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap pencapaian target dimaksud.

Tabel 1.1. Nawacita dan Agenda Pembangunan Kemenko PMK

g . avar P A D AGENDA PEMBANGUNAN
NO. NAWACITA SASARAN ARAH KEBUAKAN KEMENKO PMK

I | Menghadirkan ® Mcningkatkan ® Perlindungan tenaga * Meningkatkan
kembali Negara kualitas kerja Indonesia di Juar Eﬁm’unsnn dan pemajuan
untuk mcgla:dungl pcrlmdzlm an warga negen. I -hak pekerya migran da
segenap esia . uar pegeri.

i mombetian | o adan bk |* Menbelabpeters | UERET
Tasa aman p. Indonesia di luar i N, o i )
: pengetahuan, penanganan tindak pidana
sehiruh warganyn. Negeri. pendidikan dan keahlian pﬂd;sampm orang
. tklilndmgi lukkdnn o Penguatan diplomasi (TPPO).
esclamatan pekena | inkiusif Indonesia di ® Peningkatan peran serta
:'5"‘“- ASEAN unmlk'm Indonesia di ASEAN.
» Memperkuat peran mewujudkan kawasan ® Pemberdayasan pekerga
Indonesia dalam yang aman, stabil, dan .
ketj global scjahtera s migran dan keluarganya.
dan regiol kepentingan nasional

2 | Membust Meningkatkan Meningkatkan kualitas Meningkatkan Peranan dan
Pemenintah selalu | Kualitas Hidup dan hidup, peran politik, dan | Keterwakilan Perempuan
hadir dengan Peran aan. pengarusutamaan gender. | dalam Politik dan

un tata Pembangunan.
kelola
Pemerintahan yang
bersib, efeknf,
demokratis, dan
terpercayn.

3. | Membangun « Meningkatkan Meningkatkan * Peletakan dasar-dasar
Indonesza dani Pembany Pembang Ka-wasan dimulainya Desentralisast
Pinggiran dengan Kawasan Perbatasan. Kescjahteraan Asimetris.
nmrkval Perbatasan, Masyarakat. SDM. serta |, penangul n
d. -dacrah dan Meni S penguatan keberdayaan keniskman
Desa dalam 3 K;nc}n l::m masyarakat Pengurangan ketimpangan
E«:sh Negara Masvarakat (1IPM. antar kelompok ekonomi

—— SPM, Kemiskinan). masyarakat.

4. | M at Tersedianya Sstem Memperkuat sistem Melindungi Anak,
kehadiran Ne Perlindung perlindungan anak dan Perempuan, dan Kelompok
datam melakukan perempuan dan berba-gas | Marjinal.
reformasi sistem tindak kekerasan,
dan pencgakan termasuk tmdak pidana
hukum yang bebas n‘%nng: orang
korupsi, FI'EP ). dengan
bermartabat dan melakukan bﬂ-hagin
terpercaya. upaya pencegahan

? penindakan.

5. | Meningkatkan Kualitas Hidup: Ibu ® Penguatan kebijukan * Pembangunan
kualitas hidup dan Anak, keluarga berencana dan Ke‘muh\duhn dan
manusia Indone- Pendidikan, scjahtera. Keluarga Berencana.

s Kp mﬂ e Gizi ® Penguatan kebijakan ® Pembangunan Pendadikan,

- pemenuhan hak khususnya Pelaksanaan
pcndlddll;:n. akses, Program Indonesia Pintar.
mutu, peran
masyarakal dulam " Emys el
pendidikan. Program Indonesia Schat.
* Pemenuhan pelayanan

keschatan kelompok
masyarakat, muty
pelayanan, gun, dan
pemerataan kualitas
pelayanan dasar.

6. | Meningkatkan Daya Saing ® Peningkatan penelitian | » Peningkatan Kapasitas
produktivitas pengembangan, Inovasi dan Teknologi,
rakyat dan daya pelayan-an
samg di pasar rekayasaan tekno-
internassonal. i, ?engunun Sumber

daya af:mnu dan
 ringatan s SOM
ptek dan penciptaan
taman-taman sains dan
weknologi nasional,

7. | Mewujudkan Penan; ® Men, i risiko ben- | » Pengelolaan bencana.
kcnwndm iran Bﬂwasng‘:ll:gm magt;::nlglmin;hlkm <
ckonomi dengan Pengurangan Risiko ketangguhan
menggerakan Bencana, pemenntah, pemerintzh
scktor-sektor dacrah dan mas
strategis ckonomi dalam meng| i
domestik. bencana.

8. | Melakukan Kualitas Pendidikan, | e Pengembangan pen- * Revolusi karakter bangsa.
;,v.'vnlusl ka-rakter :?mmn didngnn

angsa. cbangsaan. kewarganegaraan,
pcn;imkm b:p‘hmn.
nguatan ya

scnk.;i dan inovasi -
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No.|  Nawacma SASARAN ARAH KERUAKAN | AGEYDRPEMBANCUNAN
9. | Memperteguh ke- | Terban ya Modal e Penguatan dan peng * Memp sh ke-
Bhin-ncka-an dan | Sosaal. ﬂl‘tﬂmm bangan: pendidikan ke- Bhinneka-an dan
memperkuat Lembaga Hudaya, Bhinneka-an dan rkuat restorasi
restorasi sosial Kerukunan Beragama. erti, modal dan sosial Indonesia.
Indonesza. k:l‘"’b“g"“m‘k’lm"“ ® Penin, nnnslunllm
mal n
:ﬁ’: lokal, kerukunan ﬁngxmhn ajaran agama.
kepemudaan, serta
kesetsakawanan sosaal.

Dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PMK 2015-2019,
sasaran-sasaran makro bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pembangunan Kualitas Manusia
Indonesia, Pembangunan Kapabilitas Manusia Indonesia, dan Pembangunan
Karakter Manusia Indonesia. Secara substansi tiga kategori ini akan di-KSP-kan
oleh Kemenko PMK, agar target-target makro bidang PMK dapat tercapai.
Keterkaitan antara RPJMN 2015-2019 dengan Renstra Kemenko PMK dapat dilihat
pada Gambar 1.2.

ZPZCOZ>TEIMY
rrPZOoO-u>»2Z

Rt Kemenho FVC 20142019

Gambar 1.2. Keterkaitan antara RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kemenko PMK 2015-2019

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, di antaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip
efektif, efisien, dan ekonomis;

2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes
(hasil);

3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung
dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan
data kinerja;

4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit
kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara
keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya,
secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara
keseluruhan.

Secara rinci Renstra Kemenko PMK 2015-2019 memuat dua tujuan dengan
dua indikator tujuan, lima sasaran strategis dengan sembilan indikator sasaran
strategis untuk mencapai Visi dan Misi Kemenko PMK yaitu:
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Visi: “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk
Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan
Gotong Royong”, dengan Misi:

a. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan  kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan  kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

b. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK, sudah ditetapkan
Tujuan Kedua (T2) dalam dokumen Renstra Kemenko PMK 2013-2019, yaitu
Tercapainya birokrasi yang handal, terpercaya, dan akuntabel, serta didukung
oleh Sasaran Strategis Keempat [354) - Meningkatnya efektivitas Birokrasi
Kemenko PMK dan Sasaran Strategis Kelima (333) — Meningkatnya akuntabilitas
pelaksanaan anggaran pada Kemenke PMK. Hal ini menunjukkan bahwa
Kemenko PMK berkomitmen dan secara serius berkeinginan untuk meningkatkan
tata kelola kelembagaan pada setiap tahunnya selama lima tahun dan
menjadikan reformasi birokrasi sebagai point penting dalam pencapaian Visi dan
Misi Kemenko PMK. Selanjutnya Renstra 2013-2019 Kemenko PMK juga dijadikan
dasar dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Kemenko PMEK.

1.3. Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan 2015-2019

Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dalam lima tahun ke depan
pemerintahan sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasiz kinerja.
Sehingga pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah sampai pada tahapan
pemerintahan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi
birckrasi sebagai berikut:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam Road
Map Reformasi Birokrasi yang menjadi panduan bagi Tim Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki
kualitas birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Dengan demikian, Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2013-2019 harus menganut dua
prinsip dasar, yaitu Prinsip Kesinambungan dan Prinsip Keselarasan. Kedua
prinsip ini perlu ditegaskan untuk menjaga sinergisme semua aspek birokrasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.
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TUJUAN JANGKA PANJANG PELAKSANAAN RB

TATA KELOLA PEMERINTAM YANG

Suber Peranwan Presiden Nogior 81 Tabun 2010

Gambar 1.3. Tujuan Jangka Panjang Pclaksanaan Reformasi Birokrasi

Prinsip Kesinambungan bermakna penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan tahun 2015-2019 harus merupakan proses berkesinambungan, yang
secara konsisten melanjutkan capaian pelaksanaan reformasi yang ada sampai
saat ini dengan mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Institusi

Pemerintah;

3. Progress Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sampai dengan Desember tahun
2014;

4. Profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2016; dan

5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada
Menko PMK Nomor B/319.1/M.PANRB/09/2015 tanggal 30 September 2015
tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Prinsip keselarasan bermakna penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-
2019 harus selaras dengan:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019.

o
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Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi juga harus mengacu pada RPJPN 2005-
2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan RPJMN 2010-2014 (Peraturan Presiden No. 5
Tahun 2010). Untuk konteks Road Map Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019, keterkaitannya dalam
hubungan sinergi perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.4.
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Gambarl 4. Keterkaitan Road Map Reformasi Birokrasi dengan RPJPN, RPIJMN, dan Renstra Kemenko PMK

Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilandasi pencapaian reformasi
birokrasi saat ini dan pilihan jalan terbaik untuk mencapai sasaran reformasi
birokrasi 2015-2019, yaitu membangun pemerintahan berbasis kinerja. Sasaran

reformasi birokrasi dan strategi implementasinya disusun berdasarkan
pendekatan delapan area perubahan, program-program, prioritas, quick wins,
dan rencana aksi.

Sasaran  Reformasi  Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019, yakni membangun birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
berbasis kinerja yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-
2019 yang berbasis kinerja dan diterjemahkan secara detail dalam Matrik
Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan 2015-2019.

Selain itu, perlunya penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian juga yang
dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal organisasi sebagaimana pada
Tabel 1.2.
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Tabel 1.2. Faktor internal dan Eksternal dalam Memperkuat Reformasi Birokrasi Kemenko PMEK

Haz1l pelaksanasn Reformasi | UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

Birokrasi Kemenko PME tahun Fpe i PANRE No. 11 Tahun 2015 tentang
2015-2016 Road Map Reformasi Birokrasi

1. Faktor Internal

Hasil Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan 2013-2016 (baik capaian maupun tantangan
permasalahan) sebagaimana yang tercantum dalam beberapa rekomendasi dari
KemenPAN-RE hendaknya menjadi benchmark ataun tolak ukur kegiatan yang
harus dilakukan sehingga proses-proses perbaikan tata kelola kelembagaan ke
depan semakin membaik dan diharapkan pada tahun 2019 sudah selaras dengan
target RB sebagaimana yang tertuang dalam Road Map RB secara Nasional.

2. Faktor Eksternal
Penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN) yang
memberi arah baru dalam pengembangan pegawai pemerintahan. Dalam
ASN ada beberapa pendekatan yang berbeda dengan Undang- Undang
Kepegawaian sebelumnya, yaitu mendorong penerapan sistem merit dalam
promosi aparatur, mendorong transformasi manajemen ASN menuju human
capital management, menjadikan ASN sebagai aset, dan menjadikan ASN
sebuah profesi wyang harus terus mengembangkan dirinya termasuk
mengikuti serangkaian pelatihan.

b. PermenPAN-RE No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
menjadi acuan bagi setiap kementerian dan lembaga untuk memperbaiki tata
kelola kelembagaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
mencerminkan suatu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi
terhadap pelayanan publik yang baik.

II. KEMAJUAN DAN TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK

2.1. Capaian Pelaksanaan

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian
terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan
reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan
akuntabilitazs kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya
aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
KKN.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas
tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015-2019 berfokus pada
delapan area perubahan yang harus dicapai dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang pembanpunan Manusia dan Kebudayaan
sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1.
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Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah
dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Tabel 2.1. Delapan Arca Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrast Kemenko PMK

1. Birokrast yang akuntabel. bersih 1. Manajemen Perubahan
dan bebas KKN 2. Penguatan Sistem Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2. Birokrast yang Efcktif dan 1. Penguatan Kelembagann
Efisien 2. Penguatan Tata Laksana
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
4. Penguatan Peraturan Perundangan
3. Burokrasi yang memaliki pelayanan yang| 1. Penmingkatan Kualitas Pelayanan Publik
berkualitas 2. Quick Wins

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2015-2019, maka Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang
dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan
evaluasi adalah:

a. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan
akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu
memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

b. Untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kemenko PMK tahun 2015-2016, maka telah dilakukan evaluasi oleh
Tim Evaluator KemenPAN-RB melalui surat tugas No.
ST/160/D.I.PANRB/06/2016, tertanggal 30 Juni 2016.

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK dari tahun
2015-2016 oleh Menteri PAN dan RB menunjukkan peningkatan indeks RB
dengan nilai komponen pengungkit dan komponen hasil dari 60,47 menjadi
adalah 67,72 dengan kategori “B”.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK 2015-2016
telah terjadi kemajuan dalam hal penataan sistem manajeman SDM, pencapaian
nilainya pada tahun 2015 adalah 8,30 dan meningkat pada tahun 2016 menjadi
12,63. Pencapaian nilai ini masih kurang 2,37 dari nilai yang telah ditetapkan
adalah 15.

www.peraturan.go.id



2018, No.1510

-14-

Peningkatan pencapaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko
PMEK tahun 2013-2016 juga terjadi pada area manajemen perubahan sebesar
0,14; pada area penataan penguatan organisasi sebesar 0,85; pada area
penguatan pengawasan sebesar 0,08 dan pada area peningkatan kualitas
pelayanan publik sebesar 0,03.

Penurunan pencapaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko
FMK terjadi pada area penguatan akuntabilitas. Pada tahun 2015 capaian nilai
komponen pengungkit area penguatan akuntabilitas adalah 3,92 sedangkan pada
tahun 2016 nilainya sebesar 2,91. Hal ini menunjukkan bahwa nilai komponen
pengungkit area penguatan akuntabilitas mengalami penurunan sebesar 1,01.

Perkembangan indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK 2015-2016 dapat
dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2, indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PMK Tahun 2005-2016

I Komponen Pengungkit
1. | Manajemen Perubahan 5,00 358 3.72
2. | Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5,00 2,71 2.71
3. | Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 290 384
4. | Penataan Tatalaksana 5,00 147 226
5. | Penataan Ststem Manajemen Sumber Dava Manusia 15,00 830 12,63
{SDM)
6. | Penguatan Akuntabilitas 6,00 102 2,01
7. | Penguatan Pengawasan 1200 425 433
8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 141 14
Total Komponen Pengungkit (A) 60, 32,63 35,83
II. | Komponen Hasil
1. | Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 082 082
2. | Survei Internal Organisasi 6,00 418 541
3. | Survei Eksternal Perseps: Korupsi 7.00 3,73 5.76
4. | Opim BPK 3,00 100 1,00
5. | Survel Eksternal Pelayanan Publik 10,00 T2 7.90
Total Komponen Hasil (B) 40,00 27,84 31,89

Indeks reformasi birokrasi Kemenko PMK ditentukan oleh hasil nilai
komponen pengungkit dan komponen hasil. Pada tahun 2015 capaian nilai
komponen hasil sebesar 27,84 dan pada tahun 2016 adalah 31,89. Hal ini
menunjukkan peningkatan sebesar 4,05 pada komponen hasil.

Kenaikan nilai pada komponen hasil terjadi pada peningkatan capaian nilai
pelaksanaan survei internal organisasi dari 4,18 pada tahun 2015 dan menjadi
5,41 pada tahun 2016.

Peningkatan nilai terjadi juga pada survei eksternal persepsi korupsi yaitu
dari 3,73 pada tahun 2015 menjadi 5,76 pada tahun 2016.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah
penilaian terhadap pencapaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh
internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, yakni oleh Tim PMPRB. Nilai dari PMPRE ini selanjutnya
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diserahkan kepada Kementerian PAN-RB secara online untuk dievaluasi. Evaluasi
yang dilakukan KemenPAN-RB pada umumnya memberikan nilai yang lebih
rendah dibanding nilai dari PMPRB Kemenko PMK. Namun demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa telah terjadi peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi di
Kemenko PMK.

Kementerian PAN-RB dalam penilaian pelaksanaan RB di lingkungan
Kemenko PMK telah memberikan apresiasi atas kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kemenko PMK tahun 2015. Menurut KemenPAN-RB, meskipun
dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan, namun Kemenko PMK telah
berhasil melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah
ditetapkan Pemerintah dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015-2016 dari masing-
masing area perubahan adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan
mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan
budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan
kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam proses reformasi
birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen
Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2011
serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kemenko PMK pada tahun 2015-2016
pada area manajemen perubahan adalah:
1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi melalui
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
Pelaksanaan Rapat Pimpinan Eselon I dan II (sebulan sekali);
Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko PMK;
Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP).

Gambar 2.1. Rapat Pimpinan (Rapim) Esclon I dan Esclon 11 di Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko PMK
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b. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran (right sizing) dan menghindari tumpang tindih di Kemenko PMK.
Program ini dilaksanakan dengan melakukan reviu kembali atas struktur
organisasi dan tata kerja berdasarkan Rencana Strategis Kemenko PMK periode
2015-2019 (structure follow function) dan penguatan unit-unit kerja yang
menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat
khususnya dalam penyediaan sarana dan prasana, kompetensi dan kuantitas
pegawai serta penetapan dan penerapan dasar hukum dan standar pelayanan.

® + @ - wsimwegespa '

q' Pociardan Sarwija Ereven ¥

-————— ' .

- —— — - '

———

@ cm——— o —— - ¥ ——————

Gambar 2.2, Cuplikan Tampilan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP)

Sasaran program penataan dan penguatan organisasi yang akan dicapai
adalah:

- Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur organisasi dan tata
kerja instansi;

- Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata kerja, uraian
tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi
organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan pendidikan dan
pelatihan.

Adapun capaian program penataan dan penguatan organisasi, antara lain:

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah ditetapkan melalui Permenko
PMK Nomor 1 Tahun 2015;

2. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sudah disusun;

3. Pembentukan kantor modern lanjutan sudah direncanakan pada tahun 2016,
dan pada tahun 2017 akan dibentuk bussiness center;

4. Evaluasi awal Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dilakukan.
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c. Penataan Tata Laksana

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas
bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen
organisasi.

Sasaran program penataan tata laksana yang akan dicapai adalah:
- Membangun proses penyelenggaraan pemerintahan di Kemenko PMK secara

transparan, akuntabel, dan memiliki Standard Operating Procedure (SOP);

- Menerapkan manajemen kearsipan yang handal.

Adapun capaian program penataan tata laksana antara lain:

1. Tersedianya Peta Proses Bisnis;

2. Penyusunan SOP;

3. Penerapan Road Map dan hasil assesment penerapan e-Gov di Kemenko PMK
(Grand Design);

4. Tersedianya Dashboard kinerja Eselon II Kemenko PMK;

5. Draft Kepmenko PMK tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID).

Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan SOP
adalah sebagai berikut:

- Pertemuan penyusunan SOP di lingkungan Kemenko PMK. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat
Kemenko PMK sehingga memiliki SOP atau peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi dan menerapkan SOP tersebut;

- Pertemuan identifikasi SOP di lingkungan Kemenko PMK. Pertemuan ini
bertujuan untuk mengidentifikasi SOP apa saja yang ada di lingkungan
Kemenko PMK sebagai bahan untuk penyusunan buku pedoman mekanisme
pengelolaan Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Kemenko PMK Tahun
2017. Dalam pertemuan dihasilkan bahwa ada 3 (tiga) proses tahapan untuk
pengelolaan DIPA, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Masing-
masing tahapan tersebut akan diisi dengan SOP terkait dari masing-masing
Biro.

Gambar 2.3, Kegiatan Identifikasi SOP di lingkungan Kemenko PMK

d. Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
Kemenko PMK yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur
berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan
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program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari

perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap

kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi.

Sasaran program penataan sistem manajemen SDM yang akan dicapai

adalah:

- Tersedianya sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang transparan
dan akuntabel;

- Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan
nonstruktural yang ada dalam struktur organisasi;

- Tersedianya Job Grading yang sudah divalidasi oleh KemenPAN-RB dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) untuk semua jabatan;

- Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan;

- Tersedianya peta profil kompetensi individu;

- Tersedianya sistem penilaian kinerja individu;

- Tersedianya database pegawai yang akurat.

Adapun capaian program penataan sistem manajemen SDM diantaranya:
Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
Penyusunan Program Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional;
Promosi jabatan secara terbuka;

Penyiapan jabatan fungsional tertentu;

Penggunaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) elektronik;

Evaluasi Tahunan Pejabat Eselon II;

Penerimaan CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
Penggunaan sistem absensi online dengan finger print;

Sosialisasi kebijakan pengadaan barang/jasa;

10. Penghargaan Pengelolaan SDM terbaik untuk kategori Kementerian Kecil.
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Gambar 2.4. Pembukaan Kegiatan Assesment Test Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Kemenko PMK Kegiatan berlangsung atas kerjasama dengan PPSDM-UL Schanyak 31 peserta
mengikuti tes yang berlangsung selama 2 han di Ruang Rapat Lantai 7 Kemenko PMK
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Gambar 2.5. Kegiatan Wawancara pada Sclcksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Pratama di Lingkungan
Kemenko PMK

Gambar 2.6. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir Jabatan Pimpinan Tinggi Madys/ Pratama Kemenko PMK
Tahun 2016
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Gambar 2.7. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara kepada Kemenko PMK dalam Pencrimaan CPNS
Menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

e. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari praktek KKN demi tercapainya tujuan organisasi yang
efektif, efisien, serta terjaminnya pengelolaan keuangan di lingkungan Kemenko
PMK yang andal dan terpercaya.
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Sasaran program penguatan pengawasan yang akan dicapai adalah:
- Meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah di unit-unit kerja
Kemenko PMK;
- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang
berfungsi untuk penjaminan kualitas (quality assurance} dan konsultansi; dan
- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

amnest

Gambar 2.8. Kegiatan Sosialisasi Amnesti Pajak (Tax Amnesty) yang dihadin para Pejabat Esclon 1 sampai
Pegawai KPMK.
f.

Gambar 2.9. Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Para Pejabat Pengelola Keuangan (PPBJ,
PPK. dan BPP) di lingkungan Kemenko PMK
Adapun capaian program penguatan pengawasan antara lain:
1. Penetapan Permenko PMK No. 4 Tahun 2016 tentang Benturan
Kepentingan;

2. Melakukan Review Laporan Keuangan sesuai ketentuan;

3. Evaluasi SPIP oleh BPKP mendapat nilai 2,164;

4. Review penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa setiap
triwulan;

5. Strategi mempertahankan opini BPK (WTP) telah dilakukan;

6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK;

7. Mengusulkan kepada Tim Penilai Nasional (Tim TPN KemenPAN-RB) untuk
penetapan unit kerja yang akan diberikan predikat Wilayah Bebas Korupsi;

8. Draft Permenko tentang Whistle Blowing System;

9. Penghargaan dari Kemenkeu atas Penyajian Saldo Kas Bendahara
Pengeluaran pada Laporan Keuangan K/L dan Laporan
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Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2015 dengan Tingkat
Akurasi Tinggi;
10. Hasil Survei Internal PMPRE dengan nilai 81,85%.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (stakeholder]. Kemenko PMK
telah mewujudkan pelayanan publik melalui pelayanan perencanaan nasional
yang melibatkan seluruh stakeholder (perguruan tinggi, pemerintah pusat dan
daerah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya).

Sasaran program peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai

adalah:

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan;

- Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang mempercleh standarisasi
pelayanan;

- Meningkatnya indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan.

Adapun capaian program peningkatan kualitas pelayanan publik antara

lain:

Tersedianya Website Kemenko PMK;

Tersedianya fasilitas KonfakPME;

Tersedianya Informasi yang wajib disediakan dan divmumkan secara

berkala;

Tersedianya Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

Tersedianya Informasi yang wajib setiap saat;

Pelaksanaan fungsi KSP kepada stakeholder;

Pelaksanaan Survei Eksternal terkait pelayanan publik; (Hasil tahun 2016:

79,10 untuk Indeks Kualitas Pelayanan, dan 82,39 untuk Persepsi Anti

Korupsi).

L b=

SO omk

g Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan merupakan program
penataan regulasi di lingkungan Kemenko PMK agar lebih tertib, tidak tumpang
tindih, dan kondusif mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMEK.
Sasaran program penguatan peraturan perundang-undangan yang akan
dicapai adalah:

- Harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang pembangunan manusia
dan kebudayaan melalui tahapan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi
peraturan peraturan perundang-undangan yang ada.

- Melakukan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, baik pada saat rapat
koordinasi, penyusunan Naskah Akademis/policy paper, maupun pemberian
paraf koordinasi.

Adapun capalan program penguatan peraturan perundang-undangan
antara lain:
1. Digitalisasi produk peraturan perundang-undangan;
2. Sosializasi peraturan perundang-undangan;
3. Identifikasi dan analisis seluruh peraturan perundang-undangan bidang
PMK wyang tidak harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-
undangan lainnya.
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h. Penguatan Akuntablitas

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting
karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih
berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan
segala sumber daya yang dipergunakannya.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja Kemenko PMEK.

Sasaran program akuntabilitas yang akan dicapai adalah:
- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemenko PMEK;

- Dokumen Indikator Kinerja Utma (IKU), penetapan kinerja, dan Laporan
Kinerja Kementerian dan Unit Kerja ditetapkan tepat waktu;

- Mengembangkan sistern manajemen kinerja organizasi, penggunaan indikator
kinerja, dan penguatan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan Laporan
Kinerja;

- Nilai akuntabilitas kinerja instansi minimal B.

Adapun capaian program akuntabilitas antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
[SAKIP); hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kemenko PMEK tahun 2015 memperoleh nilai 70,13 (BB) dan tahun 2016
memperoleh nilai 70,56 [BB);

2. Penetapan Permenko No. 1/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Kemenko
PMK 2015-2019 Hasil Reviu;

3. Penetapan Permenko No. 2/2017 tentang Rencana Strategis Kemenko PMK
Hasil Reviu;

4. Menyelesaikan Penyusunan Perjanjian Kinerja secara Berjenjang (cascading)
dari Menteri sampai Eselon IV;

5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Renstra dan IKU secara
bertahap;

6. Tersedianya Pedoman Akuntabilitas Kinerja Kemenko PMK;

7. Penyusunan Laporan Kinerja secara berjenjang (cascading) dari Eselon IV
sampai Menteri;

8. Sistem pelaporan kinerja telah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi
Penilaian Kinerja (SIPK) dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan
(SIPP) yang terhubung dengan sistem e-Monev Bappenas, Sistem Monitoring
dan Ewaluasi Kinerja Terpadu [SMART) Kementerian Keuangan dan Tim
Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Kementerian Sekretariat Kabinet RL

Kegiatan yang telah dilakukan adalah Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) secara Elektronik kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenko PME.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh
pegawai di lingkungan Kemenko PMEK. Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh
Sekretaris Kemenko PMEK. SKP secara elektronik ini akan mulai diterapkan pada
tahun 2017.
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Gambar 2.10. Kegiatan Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai secara Elcktronik kepada Scluruh Pegawai
Kemenko PMK. Acara dibuka olch Seskemenko PMK

INFORAWATI PENLAIAN KINERJA fan X Bizang P

Selamat Datang
@ Sitem informas| Pendaian Kmera KEVMENKO PMK

Gambar 2.1 1. Tampilan Informasi Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penilaian Kinerja)

2.2. Tantangan Permasalahan
Di samping apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN-RB kepada

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

beberapa rekomendasi juga diberikan oleh KemenPAN-RB untuk perbaikan

pelaksanaan RB Kemenko PMK.
Melalui Surat MenPAN-RB No. B/2171.1/M.PANRB/06/2015, tanggal 30

Juni 2015 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian

PANRB memberikan apresiasi kepada Kemenko PMK yang telah melakukan

berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Beberapa

kemajuan yang berhasil diwujudkan oleh Kemenko PMK adalah:

» Mengembangkan e-government dengan membuat SNPK (Sistem Nasional
Pemantauan Kekerasan) yang berguna untuk mengidentifikasi tingkat
kekerasan secara nasional;

» Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat telah dilakukan dengan
baik, dan dilakukan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pengaduan
masyarakat;

» Melakukan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron agar tidak
tumpang tindih.
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Sedangkan beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian Kemenko PMEK
untuk perbaikan lebih lanjut pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti hasil penataan organisasi dengan melakukan monitoring dan
evaluasi atas capailan organisasi untuk melihat kesesuaian dengan tujuan
pembentukan organisasi;

b. Menindaklanjuti kualitas sumber daya manusia dengan melakukan
peningkatan kompetensi dan program pendidikan yang sesuai dengan
kebutuhan dan hasil assessment pegawai;

. Menerapkan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
dan berbasis elektronik yang dapat diakses oleh setiap individu pegawai, serta
hasil penilaian kinerja individu nantinya dapat dijadikan dasar untuk
pengembangan karir individu dan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja;

d. Menerapkan sistem pengukuran kinerja individu secara elektronik, sehingga
dapat diakses oleh setiap individu;

e. Menata kembali sistem promosi jabatan yang telah ada, terutama Jabatan
Pimpinan Tinggi, yaitu mengumumkan secara terbuka kepada umum dan
bukan hanya kepada stakeholders, membentuk panitia seleksi yang
independen dan menpumumkan hasil setiap seleksi;

f. Meningkatkan implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, Whistle
Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan, sehingga
penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, gratifikasi, dan
penyimpangan-penyimpangan lain yang akan berdampak terhadap nama baik
Kemenko PMEK dapat terpantau;

g Membangun percontochan Unit Kerja untuk dikembangkan menjadi Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBEBM) yang
merupakan miniafur keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Melalui surat MenPANREB No. Bf/98 /M.RB.06/2017, tanggal 16 Februari

2017 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016,

Kementerian PANRB memberikan apresiasi kembali kepada Kemenko PMEK yang

telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenko PMK selama tahun 2016, terlihat

dengan adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk

memperbaiki kondisi yang ada, seperti:

¥ Penggunaan e-government telah dilakukan dalam pelaksanaan manajemen
pemerintahan;

¥ Road Map Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang disusun telah memuat
strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-
masing area perubahan dan Quick Wins yang sesuai dengan kinerja utama
organisasi;

¥ Telah melakukan upaya penyempurnaan organisasi agar lebih fleksibel dalam
pengelolaan Kemenko PMK selaras dengan prioritas pembangunan nasional;

¥ Telah dilakukannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan
pratama.

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi dan lebih
menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kemenko PME, beberapa hal yang
perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB Kemenko PMK tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
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a. Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik, dan terukur untuk
setiap area perubahan yang akan dicapai;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target
masing-masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauhmana
perkembangan pembangunan reformasi birokrasi di setiap area perubahan;

. Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi agar benar-benar menjadi budaya yang melekat
dalam setiap individu pegawai;

d. Menyusun dan menyempurnakan peta bisnis proses yang sesuai dengan
kinerja utama Kemenko PMK dan secara berkala melakukan reviu atas SOP
yang telah ditetaplkan;

e. Menyusun dan melakukan evaluasi atas kebijakan informasi terbuka di
Kemenko PMK sebagai upaya melakukan transparansi dalam manajemen
kinerja;

f. Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan
hasil kerja yang spesifik dan unik;

g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran secara berkala terhadap
pegawal yang telah menetapkan target individu dan mengaitkannya dengan
kebutuhan pengembangan kompetensi serta remunerasi yang diterima;

h. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan
evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan pgratifikasi, WBS, penanganan
pengaduan masyarakat, serta benturan kepentingan serta menetapkan
langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;

i. Mendorong penerapan zona integritas di lingkungan Kemenko PMK yang
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;

j- Menyusun suatu pedoman penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal
untuk mendorong penguatan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas
penggunaan anggaran negara;

k. Reviu atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit
kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan
kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan
layanan tersebut.

Selain hal-hal yang telah disebutkan oleh KemenPAN-RB tersebut di atas,
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK pada tahun 2015-
2016 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan
terus menerus perlu diperbaiki, di antaranya:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Beberapa tantangan
dalam permasalahan ini adalah:

* Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko PMK belum menjadi dokumen
resmi yang ditetapkan oleh Pimpinan;

# Bamu sebagian kecil pegawai Kemenko PMK yang telah mendapatkan
sosialisasi dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi;

# Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) Road Map Reformasi Birokrasi
belum dikomunikasikan dan dilaksanakan secara optimal;

7 Penanganan pengaduan masyarakat belum dipantan dan dievaluasi secara
berkala;

# Belum ada penetapan Pimpinan K/L tentang Whistle Blowing System,
sehingga Whistle Blowing System itu pun belum disosialisasikan kepada
seluruh pegawai;
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# Penanganan Benturan Kepentingan belum dipantau dan evaluasi secara
berkala;
= Agent of change belum dibentuk secara formal.

2. Birokrasi belum efektif dan efisien. Beberapa tantangan dalam
permasalahan ini adalah:

# Belum semua unit organisasi memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi, serta belum semua peta proses bisnis telah
dijabarkan dalam Prosedur Operasional Tetap (SOP);

# Belum semua unit organisasi menerapkan SOP, serta belum dilakukan
analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP;

# E-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses
birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem
database SDM, dll.) dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada
masyarakat, sistem pengaduan) belum terintegrasi;

7 Pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada capaian kinerja
individu.

3. Pelayanan publik belum mencapai kualitas yang diharapkan. Beberapa
tantangan dalam permasalahan ini adalah:

# Kebijjakan pimpinan tentang Keterbukaan Informasi Publik belum
diperbaharui;

Sistem reward bagi pelaksana layanan belum diimplementasikan;

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum dilakukan

secara berkala.

Dalam rangka menjawab tantangan permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK, maka tindak lanjut
yang akan dilakukan ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Target dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenko PMK

TARGET TINDAK LAMIUT
Birokrasi vang | 1. Reviu Road Map RB Kemenko PME
bersih dan 2. Sosialisasi Road Map RB Kemenko PME kepada seluruh
akuntabel pegawal
1. Percepatan pembentukan Agent of Change dan Role Model
4. Penctapan Permenko PME tentang WES dan WBE
5. Sosiahsasi WBS kepada scluruh pegawal Kemenko PME
6. Penyusunan petunjuk teknis tentang Pengendalian Granfikasi
Birokrasi yang | 1. Melakukan evaluasi SOTK
cfektif dan 2. Reviu SOP dan Uralan Jabatan
efisien 3. Penyusunan ketentuan capaian kinerja individu sebapgan dasar
pemberian tunjangan kinerja
Pelavanan I. Penctapan PPID
publik vang 2. Penyusunan daftar informasi vang dikecualikan
berkualitas 3. Penctapan (huick Wins Kemenko PMK setiap tahun
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in. ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENKO PMK

3.1. Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi telah menempatkan Nawacita menjadi arahan pelaksanaan
reformasi birokrasi untuk tahun 2015-2019. Nawacita Nomor 2 menyebutkan
frasa “membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Secara utuh dapat
dilihat dalam penjelasannya sebagai berikut:

“Kami memberikan prioritas pada upaya pemulihan kepercayaan publik
pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi
melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga penwakilan. Ditkuti
dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan
meningkatkan pengelolaan dan  pelayanan  informasi di lingkungan instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat
dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik
seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008, Kami juga akan secara konsisten
menjalankan  agenda reformasi  birokrasi  secara  berkelanjutan  dengan
restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan
kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan
publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU
Kontrak Layanan Publik. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan
kebijakan publik  dengan meningkatkan peran akfif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.”

Penyebutan secara spesifik komitmen untuk menjalankan reformasi
birokrasi dan pelayanan publik, dapat dilihat pada butir 12 agenda yang diberi
perhatian khusus dalam Visi-Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla,
sebagai berikut:

“Kami berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik.
Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kami akan member
penekanan pada 5 (lima) prioritas utama berikut:

a. Kami akan mengambil inisiatif penctapan payung hukum yang lebih kuat
dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk
memberikan kepasfian dan kesinambungan perhation terhadap arah,
tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia;

b, Kami akan menjalankan aksi-akst konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan
yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada
di bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UL
Pemerintahan Daerah;

¢ Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara, sehingga
tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercayea;

d Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara
dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untfuk
secara tegas menegakkan aturan yang terkait dengan korupsi;

e Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik.
Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan
kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja
pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik melalui citizen
charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.
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Pada tahapan lima tahun kedua tahun 2013-2019 sesuai Grand Design
Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi memasuki tahapan penguatan.
Tahapan penguatan bertujuan menciptakan performance based bureaucracy.
Arah kebijakan ini menjadi acuan Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan
program-program konkrit guna memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan,
sehingga Road Map Reformasi Birokrasi yang disusun memenuhi prinsip-
prinsip reformasi birokrasi yvang menekankan kepada prinsip outcomes oriented,
terukur, efisien, efektif, realistik, konsisten, sinergi, inovatif, kepatuhan, dan
dimonitor.

3.2. Agenda Kemenko PMK 20135-2019

1. Agenda HKementerian Koordinator Bidang Pembanpgunan Manusia _dan

Kebudavaan dalam Renstra 2015-2019
Langkah penyusunan Road Map reformasi birokrasi di Kemenko PMK harus
memperhatikan keberadaan Renstra Kemenko PMK tahun 2015-2019. Renstra

Kemenko PMK menjadi entry point dalam kegiatan penyusunan Road Map

reformasi birokrasi pada tingkat mikro ini. Terkait hal itu, Kemenko PMK pada

tahun 2015 telah menyusun dan memiliki Rencana Strategis Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2013-2019,

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Pembanpgunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana

Strategis Kemenko PMK 2015-2019. Renstra ini merupakan pelaksanaan amanah

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang menghamskan kementerian memiliki Rencana Strategis yang

disusun secara berkala lima tahunan.

Sasaran strategis terkait agenda reformasi birokrasi pada Renstra Kemenko

PMK 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan
pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar;

b. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan
pemberdayaan;

c. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan kebudayaan untuk mendukung kemantapan
karalcter;

d. Meningkatnya efektivitas birokrasi Kemenko PME;

e. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PME.

Kelima sasaran utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan ini akan menjadi arahan dalam penyusunan Road Map

Kemenko PMK 2015-2019.
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2. Isu Strategis Agenda Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019
Isu strategis agenda Reformasi Birokrasi Kemenko PMK merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari hal-hal berikut:

a. Isu-agenda strategis Reformasi Birokrasi Makro (Nasional), yaitu bahwa
reformasi birokrasi tahapan 2015-2019 memasuki tahapan penguatan dengan
tujuan tercapainya birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja;

b. Tuntutan peningkatan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
(KSP);

c. Lingkungan strategis (peraturan perundangan, lingkungan internal dan
eksternal Kemenko PMK), yaitu terkait dengan organisasi Kemenko PMK, SDM
Aparatur, dan pemberlakuan peraturan di bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan;

d. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2016 dengan hasil baik (67,72).

Memperhatikan kaitan isu strategis-agenda Reformasi Birokrasi Kemenko

PMK dengan empat hal tersebut, maka dapat dirumuskan agenda prioritas

Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam

Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Isu Strategis-Agenda Prioritas 2015-2019 RB Kemenko PMK

NO.| ISUSTRATEGIS AGENDA PRIORITAS 2015-2019
1. | Manajemen (a) Pembentukan Tim RB
Perubahan (b) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(c) Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi kepada scluruh

pegawai Kemenko PMK

Peningkatan kompetensi dan kinerja Tim RB, Ascsor dan

Agent of Change (AoC).

(c) Peningkatan persepsi  positif pemangku  kepentingan
terhadap Kemenko PMK.

(f) Peningkatan  engagement pegawai  terhadap agenda
Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.

(g) Pencapaian Quick Wins Reformasi Birokrasi Kemenko
PMK 2015-2019.

(d

2. | Penguatan (2) Pengidentifikasian, penganalisisan, dan pemetaan terhadap
Peraturan peraturan perundang-undangan Kemenko PMK yang tidak
Perundang- harmonis/sinkron.

Undangan (b) Penyusunan revisi peraturan perundang-undangan Kemenko
PMK yang tidak harmonis.

—

Sosialisasi dan diseminasi pedoman/standard operating

procedure  (SOP) penyusunan dan  penyempumann

peraturan  perundang-undangan di lingkungan Kemenko

PMK.

(d) Pendokumentasian peraturan perundang-undangan
(digitalisasi).

(¢) Pembuatan, penyusunan dan pemeliharaan  sistem
pengendalian  peraturan  perundang-undangan  (rapat
koordinasi. naskah akademis’kajian/policy paper, paraf
koordinasi)

(f) Pelaksanaan cvaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian

peraturan perundang-undangan

(c
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NOL| ISU STRATEGIS AGENDA PRIORITAS 20015-2019
3. | Penguatan {a) Pelaksanaan evaluasi untuk ketepatan fungsi dan ukuran
Kelembagaan organisasi.

{b) Pelaksanaan evaluasi untuk mengukur jenjang organisasi,
duplikasi fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan instansi
lain.

{c) Pelaksanaan evaluasi untuk analisis satuan organisasi yang
berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
{d) Pelaksanaan evaluasi yang menganalisis kemungkinan

adanya pejabat vang melapor kepada lebih dan seorang
atasan {dokumen analisis jabatan))

{e) Pelaksanaan evaluasi vang menganalisis kesesualan dan
kemampuan struktur organisasi dengan kinerja yang akan
dihazilkan dan adaptf terhadap perubahan lingkungan
strategis

(f) Pelaksanaan evaluasi atas kesesumian struktur organisasi
dengan mandat

(g) Penvesualan  organizasi Kemenke PMEK  dengan
perkembangan dan tantangan

4. | Ketatalaksanaan | {a) Penyusunan Peta Proses Bisnis untuk masing-masing unit

kera.

{b) Penjabaran peta proses bisnis ke dalam  prosedur

operasional tetap (SOP).

Perluasan pencrapan e-government yang tenntegrasi dalam

penvelenggaraan  Pemenntahan  dan  pembangunan  di

Kemenko PME.

{d) Pencrapan ecfisiensi penyelenggaraan peme-nntahan i
Kemenko PME.

{e) Pencrapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
di Kemenko PME.

{f) Pencrapan sistemn kearsipan yang handal i Kemenko
PME.

lc

5. | Penataan Sistem | (o) Penvusunan analisis beban kerja dan analisis jabatan
Manajemen SDM | (b} Penyusunan perhimgan kebutuhan dan rencana redistribusi
Aparatur Sipal pegawai

Megara {c) Penctapan kinerja pegawal Kemenko PME vang terkant

kinerja organisasi dan indikator kinerja individu level di

atasnva untuk pembenian tunjangan kinerja.

Pengukuran kesenjangan kompetensi bagt scluruh pegawai

uniuk penyusunan rencana pendidikan dan  pelabhan

berbasis kompetensi.

{e) Penyempumnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja.

(f) Penguatan reward and punisiment secara fair.

{g) Penguatan budaya disiplin, integritas, budaya kerja, dan
budava melayam ASN Kemenko PME.

{h} Penctapan dan pencrapan secara konsisten terbuka sistem
promosi  dan  pola  kanr  berbasis kompetensi ASN
Kemenko PME.

{1} Penyempurnaan pemutakhiran dan pengintegrasian  sistemn
informasi kepegawalan Kemenko PME.

id
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NO.| ISUSTRATEGIS AGENDA PRIORITAS 2015-2019
6. Penguatan (a) Peclibatan sccara aktif unsur pimpinan dalam penyusunan,
Akuntabilitas penctapan, serta pemantauan dan  evaluasi pencapaian
Kinerja kinerja secara berkala.
(b) Penyempumaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemenntah (SAKIP).
(c) Pembangunan/pengembangan  sistem  dan  tcknologi
informasi dalam manajemen kinerja untuk

pengukuran/pelaporan akuntabilitas kinerja Kemenko PMK
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikas: (TIK).
(d) Pelaporan kinerja Kemenko PMK secara terbuka.

et

7. | Penguatan Sistem | (a) Meclaksanakan penyusunan. penctapan. public campaign,

Pengawasan dan implementasi gratifikasi.

(b) Peningkatan pelaksanaan SPIP di unit-unit organisasi.

(c) Meclakukan penyusunan, sosialisasi, dan moncv terhadap

sistem pengendalian risiko.

Penguatan sistem pengaduan yang berindikasi  kerugian

negara yang terintegrasi,

(c) Sinergi pengawasan internal dan cksternal.

(f) Penguatan pelaksanaan Whistle Blowing System di semua

unit organisasi.

Peningkatan pelaksanaan benturan kepentingan di semua unit

organisasi.

(h) Pembangunan unit organisasi Kemenko PMK  untuk
mendapat predikat WBK dan WBBM.

(1) Peningkatan kapasitas kclembagaan dan SDM  Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

(d

~

-~

(2

Melaksanakan kebijakan, sosialisasi, SOP untuk standar
pelayanan.

Mcmpermudah akses informasi melalui berbagai media
tentang pelayanan mudah.

Menyiapkan media dan unit pengelola pengaduan
pelayanan.

Menyiapkan dan melakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan.

Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik
(SDM, TIK. Standar Pelayanan).

8. | Pclayanan Publik | (a

-

(b

~

(c

(d

~

(c

9. | Quick Wins (a) Penctapan Quick Wins Kemenko PMK sctiap tahun
Kemenko PMK (b) Penctapan Tim Monitoring

(c) Sosialisasi

(d) Implementasi

(¢) Monitoning dan Evaluasi

3. Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi Kemenko PMK 2015-2019
Road Map Reformasi Birokrasi di tingkat makro telah menetapkan bahwa

pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan
mendorong partisipasi masyarakat. Pengarusutaman Reformasi Birokrasi tingkat
Kementerian Koordinator akan diarahkan pada upaya memperkuat kapasitas
birokrasi Kemenko PMK. Tujuannya adalah tercapainya kinerja penguatan
pelayanan birokrasi Kemenko PMK yang efektif, efisien, berintegritas melalui: (i)
peningkatan akses pelayanan KSP, (ii) optimalisasi sistem dan mutu pelayanan
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KSP berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan (iii) intervensi berbasis

pengendalian risiko.

Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko PMK
dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penguatan peran komunikasi dan pelayanan KSP untuk memudahkan
pengguna layanan mendapatkan pelayanan dan akses informasi. Di
internal peran komunikasi diperkuat dalam rangka sosialisasi dan
internalisasi agenda Reformasi Birokrasi Kemenko PMK;

b. Penyebarluasan dan peningkatan agenda reformasi birokrasi Kemenko
PMK hingga lingkup unit-unit kerja di lingkungan Kemenko PMK;

c. Peningkatan integritas dan kompetensi SDM, nilai inti dan budaya
birokrasi Kemenko PMK;

d. Modernisasi birokrasi melalui komputerisasi dan pengintegrasian sistem
berbasis TIK.

Dari keempat pengarusutamaan reformasi birokrasi tersebut, modernisasi
birokrasi melalui komputerisasi dan pengintegrasian sistem berbasis TIK
memiliki peran pengungkit terbesar dalam menciptakan Kemenko PMK yang
efektif dan efisien. Modernisasi organisasi juga akan mampu mendorong
meningkatnya kapasitas birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat di Kemenko PMK.

Modernisasi birokrasi melalui komputerisasi dan pengintegrasian sistem
berbasis TIK dapat meningkatkan diseminasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan
transformasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pengintegrasian Sistem Berbasis TIK dan Pencrapan e-Government

NO. FUNGSI PENJELASAN

L Diseminasi Sarana untuk memudahkan penycbarluasan informasi terkait semua
aspek dani Kemenko PMK.

2. Intcraksi Sarana untuk bisa lebih akrab melatui:

— Pelaporan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

— Forum, diskusi. tanya-jawab, tematik dengan modcrator.

— Survei, jajak pendapat.

3. Transaksi Sarana pendukung pelaksansan kegiatan dan layanan Kemenko
PMK.

~ Kcbutuhan masyarakat.

— Kebutuhan Kemenko PMK.

4. Kolaboras: Sarana untuk memudahkan terjadinya kolaborasi.

5. Transformas: | Sarana untuk mengubah budaya kerja Kemenko PMK.

Dengan demikian, hubungan keempat pengarustamaan Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK 2015-2019 dalam meningkatkan kapasitas birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Hubungan antara Pengarusutamaan Reformas: Birokrasi Kemenko PME, Peningkatan
Kapasitas Birokrasi, dan Kualitas Pelayanan Publik

3.3. Sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko PMK
Mengacu pada PermenPAN-RB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi bahwa hasil joutput| yang diharapkan dari Reformasi
Birokrasi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah terwujudnya birokrasi di
Kemenko PMK yang berkinerja tinggi. Adapun sasarannya adalah:
1. Birokrasi Kemenko PMK yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi Kemenko PMK yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi Kemenko PMK yang memiliki pelayanan KSP yang berkualitas.
Mencermati pencapaian saat ini, isu strategis dan agenda prioritas, serta
pengarusutamaan Reformasi Birokrasi Kemenko PMEK, maka arah kebijakan
yang sesuai untuk mencapai ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut adalah
sebagai berikut:
I. Birokrasi Kemenko PMK yang bersih dan akuntabel
Arah kebijakan Kemenko PMK untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai
berilout:

a. Peningkatan integritas dan kompetensi, serta pembentukan mental model dan
nilai inti aparatur birokrasi Kemenko PMK yang bersih dan melayani;

b. Penurunan tingkat penyimpangan, baik yang berakibat kerugian negara
maupun yang tidak berakibat kerugian negara, untuk mempertahankan
capaian Opini WTP Kemenko PMK;

c. Penetapan satuan organisasi Kemenko PMK yang berpredikat WBK, menuju
WBBM;

d. Penguatan pelaksanaan Whistle Blowing System dari sudut evaluasi,
penanganan dan tindak lanjut;

e. Peningkatan implementasi SPIP;

f. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja untuk
meningkatkan satuan kerja di Kemenko PMK yang akuntabel;

g. Penerapan open government.

1

Birokrasi Kemenko PME vang efektif dan efisien

Arah kebijakan Kemenko PMK untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai
berikut:
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a. Peningkatan ruang lingkup dan kualitas pelaksanaan Agenda Reformasi
Birokrasi sampai seluruh unit kerja Kemenko PMK;

b. Peningkatan sinergitas perencanaan, bimbingan teknis, pemantauan dan
evaluasi pembangunan manusia dan kebudayaan dengan K/L di bawah
koordinasi Kemenko PME;

c. Modernisasi birokrasi melalui komputerisasi dan pengintegrasian sistem
berbasis TIK;

d. Pengembangan dan peningkatan penerapan e-Government Secara
terintegrasi;

€. Peningkatan penerapan manajemen ASN Kemenko PMK yang transparan,
kompetitif, berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan
bermartabat;

f. Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur Kemenko PMK, baik pejabat
struktural maupun pejabat fungsional.

3. Peningkatan kualitas regulasi Kemenko PMEK melalui peningkatan
keterlibatan publik dan Birokrasi Kemenko PMK yang memiliki pelayanan
KSP yang berkualitas.

Arah kebijakan Kemenko PMK untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai
berikut:

a. Peningkatan sistemn informasi perencanaan dan pelaporan (SIPP] untuk
layanan perencanaan, pelaporan, dan jaringan komunikasi terintegrasi;

b. Penguatan peran komunikasi dan pelayanan KSP untuk memudahkan
pengpguna layanan mendapatkan pelayanan dan akses informasi;

c. Penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan KSP dan kapasitas
pengelolaan kinerja pelayanan KSP Kemenko PME.

3.4. Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dan indikator wuntuk mengukur pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Kemenko PMK diambil dari PermenPAN-RE Nomor 11 Tahun
2015, dan peraturan yang terkait. Ukuran keberhasilan tersebut adalah
sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3.

1.5, Area Perubahan Yang Diharapkan

Untuk menjamin tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi Kemenko PMK
diperlukan kejelasan hasil yang diharapkan dari setiap area perubahan. Hasil
yang diharapkan merupakan pemahaman yang utuh dari capaian Reformasi
Birokrasi Kemenko PMK dan isu strategis terkait dengan target yang hams
dicapai dalam masing-masing area perubahan.
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Tabel 3.3. Ukuran Keberhasilan Reformas: Birokras: 2015-2019

Sasaran Indikator Keberhasilan Satuan | Base T,"gd
Line | 2019

1. Brrokras: 1. Opin1 WTP Atas Laporan Kcuangan - WTP | WTP
:ixg Borsh 2. Nila: Reformasi Birokrasi (RB) % 60,01 | 80,01
Akuntabel 3. Nilm Sistem Akuntabilitas Kineja % 70,01 | 20,01

Instanst'SAKIP
Tabel 3.4. Ukuran Keberhasilan Reformast Birokrasi 2015-2019 (lanjutan)
Sasaran Indikator Keberhasilan Satuan Bd.“ T‘nrgct
Line | 2019

I. Birokrasi 1. Opim WTP Atas Laporan Kcuangan - WTP | WTP
zxg Baroh 2. Nila: Retormas: Birokras: (RB) % 60.01 | 80,01
Akuntabel 3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja % 70,01 | 80,01

Instansi’'SAKIP

2. Birokras: 1. Tingkat capaian K/L terhadap target % - 100

yang Indikator IPM di Bidang Pendidikan.

Efcktif dan

Efisicn 2. Tingkat capaian K/L terhadap target % - 100
Indikator IPM di Bidang Keschatan.

3. Birokrast 1. Indcks kepuasan Pemangku Kepentingan - 380 | 507
dengan atas cfcktivitas dan cfisiensi koordinasi (Skala | (Skala
Pelayanan dan sinkronisasi perumusan, penctapan, 5) 6)
Publik yang dan pclaksanaan, scrta  pengendalian
Berkualitas pelaksanaan  kebijakan  pembangunan

manusia  dan  kcbudayaan  dalam
mendukung kemantapan pelayanan dasar
dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Indcks kepuasan Pemangku Kepentingan - 380 | 512
atas cfcktivitas dan cfisiens: koordinas: (Skala | (Skala
dan sinkronisasi perumusan. penctapan 35) 6)
dan pclaksanaan, scrta  pengendalian
pclaksanaan  kebijakan  pembangunan
manusta dan  kecbudaysan  dalam
mendukung kemantapan pemberdayaan.

3. Indcks kepuasan Pemangku Kepentingan - 380 | 5.05
atas cfcktivitas dan cfisiensi koordinasi (Skala | (Skala
dan sinkronisasi perumusan. penctapan 5) 6)
dan pelaksanaan, serta  pengendalian
pclaksanaan  kebijakan  pembangunan
manusia dan  kcbudayaan  dalam
mendukung kemantapan karakter bangsa.

Hasil yang diharapkan dari delapan area perubahan serta quick wins
reformasi birokrasi Kemenko PMK ditunjukkan pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.5. Arca Perubahan dan Hasil Yang diharapkan
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Manajemen ¢ Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan tugas sesuai
Perubahan rencana kenja

% Tersedianya road map RB yang mencakup 8 arca perubahan dan “quick wins™.

¢ Terbentuknya dan tersclenggaranyn pemantauan dan cvaluasi RB melalu
program dan kegiatan Tim Ascsor-Penilaian Mandin Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

¢ Terdapat keterlibatan Pimpinan tertinggi sccara aktif melalui Rapat Pimpinan
Esclon I dalam pelaksanaan RB.

% Tersedianya media komunikasi reguler untuk sosialisasi RB.

% Tersusunnya pembentukan dan terlaksananya implementasi agens of change
dan role model.

¢ Mecningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Kemenko
PMK.

2. Penguatan Peraturan] ¢ Teridentifikasinya. teranalisisnya dan terpetakannya peraturan  perundang-
Perundang-Undangan undangan Kemenko PMK yang tidak harmonis/sinkron.

@ :cmmmnya revisi peraturan perundang-undangan Kemenko PMK yang tidak

armonis.

& Tersosialisasinya Standard Operating Procedure (SOP) penyusunan dan
penyempurnazn peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko PMK.
Terdigitalisasinya peraturan perundangan,

Tersusunnya dan tenmplementasikannya  sistem  pengendalian  peraturan

perundang-undangan.

Telah terscdia peta proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi

Scluruh dokumen SOP yang diterbitkan olch Kemenko PMK sudah disahkan.
Tersedianya Blue Print pengembangan dan pencrapan e-govermnment.
Tcﬁt_:;lianyn kebijakan pimpinan dan implementasi dani keterbukaan informasi
publik.

¢ e

3. Kctatalaksanaan

Lo e
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Tabel 3.6.

_37-

Arca Perubahan dan Hasil Yang diharapkan (lanjutan)

AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

4. Penguatan
Kelembagaan

Tersedianyn standar, dan alat ukur untuk mengevaluas: ketepatan fungsi
dan ukuran organisasi.

Terlaksananya cvaluasi untuk mengukur jenjang organisasi, duplikasi
fungsi dan tumpang tindih fungsi dengan mstansi lamn.

Terluksananya evaluasi untuk analisis satuan organisasi yang beda tujuan
namun dalam satu kelompok.

Tersedianya dokumen analisis jabatan.

Terlaksananya cvaluasi terhadap kesesuatan struktur dengan mandat dan
kemampuan adaptif organisasi terhadap perubshan lingkungan dan
kinerjanya.

Tersedianya analisis beban kerja.

Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi penataan berupa pengajuan
perubahan organisasi bila diperfukan.

|

. Pcnataan Sistem
Manajemen Sumber Daya
Manusia Aparatur Sipil
Negam

Tersedianya dokumen analisis jabatan dan anahsis beban kerja.

Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan pegawai, laporan redistribus
pegawai dan dokumen perhitungan formasi jabatan.

Tersedianya dokumen rekrutmen pegawai secara terbuka, transparan, mudahy
diakses, objektif, akuntabel dan bebas KKN.
Tersedianya dokumen  standar  kompetensi  jabatan, uraian  jabatan)
assessment pegawal dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi,
Tersedianya dokumen promosi jabatan secara terbuka.

Tersedianya dokumen penctapan kinerja individu.

Tersedianya sistem pencgakan aturan disiplinkode ctik'kode perilaku.
Tersedianya dokumen faktor jabatan, peta jabatan dan kelas jabatan.

<

6. Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

o] Co e

Dokumen Renstra, dan Penctapan Kinerja yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP) dan
Indikator Kincrja Utama (IKU) instansi telah disusun dan ditetapkan
tepat waktu,

Terscdianya Sistem Pengukuran Kinerja berbasis clektronik

<

Tabel 3.7.

Arca Perubahan dan Hasil Yang diharapkan (lanjutan)

AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

7. Penguatan Sistem
Pengawasan

eSO 0 000

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN  untuk

mewwjudkan SDM  aparatur yang kompeten dan kompetitif di Kemenko

PMK.

Tersedianya kebijakan penanganan gratifikasi.

Tersedianya kebijakan dan implementasi terkait SPIP

Tersedianya kebijakan tentang Whistle-Blowing System.

Terscdianya kebijakan tentung Penanganan Benturan Kepentingan.

Tersedianya kebyjakan tentang Pembangunan Zona Integntas.

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara

Meningkatnya efcktivitas pengelolaan keuangan Negara.

Diperolehnya opini WTP dari BPK terhadap pengelolaan keuangan negara.

Terkelolanya pengaduan masyarakat dengan baik.

:Pll]') didukung SDM dan anggaran yang memadai sccara kuantitas dan
ualitas.

8. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

*ee o

<@

Lhcrdapamya daftar peraturan yang telah dan akan direvisi berdasarkan penodisas
unan;

Tersedianya kebijakan dan SOP standar pelayanan.

Tenmplementasinya Budaya Pelayanan Prima.

Terkelolanya pengaduan dengan baik melalui SOP pengaduan pelayanan, dan
adanya unit pengelola pengaduan pelayanan.

Terscdianya dokumen hasil survei kepuasan terhadap pelayanan atau surve
cksternal.

Kesiapan teknologi informasi dalam pembernian pelayanan.

9. Quick Wins Kemenko
PMK

P S0

Penctapan Quick Wins Kemenko PMK sctiap tahun
Penctapan Tim Monitoring

Sostalisasi

Implementasi

Monitonng dan Evaluasi
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3.6. Rencana Aksi

Berdasarkan Tahapan Pencapaian Sasaran dan Kegiatan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko PME, disusun rencana aksi
per area perubahan. Rencana aksi terdiri dari Matrik Perkiraan Waktu
Pelaksanaan Kegiatan RB Kemenko PMK 2015-2019 dan Matrik Anggaran
Kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran Matrikse Waktu
Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019.

IV. MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Organisasi pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan pada
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi
Kementerian  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, dan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Berdasarkan kedua SK tersebut organisasi pelaksana Reformasi
Birokrasi |[RB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab pelaksanaan program kegiatan RB Kemenko PMK
adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMEK). Dengan demikian, semua kegiatan RB
harus dilaporkan ke Menko PMK melalui Sekretaris Kemenko PME.
Sedangkan Sekretaris Kemenko PMK, di samping sebagai Sekretaris
Tim Pengarah RB Kemenko PMK, juga sebagai Ketua Tim Pelaksana
RE Kemenko PME;

2. Ketua Pelaksana Program Reformasi Birokrasi Kemenko PMK adalah
Sezkemenko dengan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama sebagai
Sekretaris Tim Pelaksana;

i. Anggota Tim Pengarah RB Kemenko PMK adalah Pejabat Eselon I,
merupakan penanggung jawab pelaksanaan RB di Unit Eselon L
Tugas Pejabat eselon [ adalah memberikan pengarahan dan
memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah
ditetapkan dari segi kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran
melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala di unit eselon
I-nya;

4. Tim kelompok delapan Program dan satu Quick Wins Reformasi
Birokrasi Kemenko PMK adalah tim yang bertanggung jawab
merumuskan Road Map, Quick Wins, rencana manajemen perubahan
dan menjadi agen perubahan;

5. Tim Asessor adalah tim yang bertanggung jawab mendampingi
pimpinan unit eselon I dalam melakukan agenda RB di Unit eselon L
Tim ini menjadi penilai, pengerak integritas aparatur dan menindak
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lanjuti hasil monev pelaksanaan RB di Unit eselon I tempat dia
berada.

4.2. Uraian Tugas Tim Pelaksana RB Kemenko PMK

Uraian tugas Tim Pelaksana RB Kemenko PMK terdiri dari: (1)
Uraian Tugas Tim RB Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan dan (2) Uraian Tugas Tim Asesor Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

1. Uraian Tugas Tim RB Kemenko PMK

Tim RB Kemenko PMK yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2016, terdiri dari dua tim, yaitu: Tim Pengarah dan
Tim Pelaksana.
1. Tim Pengarah

Tim pengarah terdiri dari:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Sekretaris : Sekretaris Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan.
Anggota:
a. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
b. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
Perlindungan Sosial;
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan
Kawasan;
. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi
Manusia;
i. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri
Bangsa,;
j. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi
Kreatif dan Ketenagakerjaan;
k. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015;
I. Staf Ahli Bidang Kependudukan.
'I\Jgas Tim Pengarah adalah:
Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi serta menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi
Kemenko PMK;
Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kemenko PMK sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi
Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan
birokrasi, dan memberikan dampak pada masyarakat;
Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Kemenko PMK secara berkala, termasuk pelaksanaan
Quick Wins dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi

~ N -
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Birokrasi tetap berjalan, konsisten, terarah, sesuai dengan Road
Map, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana
Tim pelaksana terdiri dari;
Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Anggota : berjumlah 38 orang dan didistribusikan ke dalam
delapan area perubahan/program dan satu Quick
Wins yang masing-masing diketuai oleh satu orang
dan tiga orang anggota, yaitu:
- Manajemen Perubahan;
- Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- Penataan dan Penguatan Kelembagaan;
— Penataan Tata Laksana;
— Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- Penguatan Pengawasan;
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
— Quick Wins.

Tugas Tim Pelaksana adalah:

- Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko PMK;

— Merumuskan Quick Wins;

— Merancang rencana manajemen perubahan;

— Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan
Quick Wins;

— Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang
tertuang dalam Road Map;

— Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah
maju;

— Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;

— Melakukan penyesuaian-penyesuaianyang diperlukan agar
target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan
kebutuhan stakeholders;

- Menjadi agen perubahan.

3. Uraian Tugas Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Kemenko PMK

Tim Asesor PMPRB ditetapkan berdasarkan Keputusan
Sekretaris Kemenko PMK No. 3 Tahun 2017. Tim Asesor dibentuk
dalam rangka mendukung proses penilaian mandiri pada komponen
pengungkit, survei internal, survei kepuasan eksternal, pengumpulan
bukti-bukti yang relevan, dan penyusunan program rencana aksi
perbaikan.

Tim Asesor terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris
dan anggota. Anggota Tim Asesor berjumlah 30 orang yang berasal
seluruh unit kerja Kemenko PMK, yaitu:
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Pengarah : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Ketua : Inspektur

Wakil Ketua : a. Kepala Biro Umum;
b. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjazsama;
c. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan.
Sekretaris dan Anggota berjumlah 25 orang.
Tugas dan tanggung jawab Asesor adalah:
a. Memberikan penilaian terhadap komponen pengungkit dan hasil:
- Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan;
- Memberikan nilai sesuai aturan;
- Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai
konsensus dalam hal penilaian;
b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta
rencana aksi sesuai standar yang ada/format yang diberikan;
c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri
PelaksanaanReformasi Birokrasi (PMPRE).
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MATRIK WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN

KEBUDAYAANZO15-2019

NO F"{}[j['t.-";.'.ﬂ. }.i].i{.j[-.\-l..:“\.; DAN !_'.\;.]T _ TAHUMN
SUB KEGIATAN TERKEAIT 2015 ] 2016 ] 2017 ] 2018 | 2019
{1} (2} 135 {4} 15} 3] {7 ]
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
1.1 Tim Reformasi Birokrasy'RB
l.la Penyusunan SK  Menko PMEK | Tim RB dan v v W v !
tentang Tim BB Biro HIP
I.1b Penvusunan  Rencana  Kepa | Tim RB v v " v !
Tahunan
I.lc Monitoring dan evaluasi rencana | Eselon [ dan v v ¥ v !
kega,  hasil monev  harus | Tim BB
ditindak lanjuti
1.2 Road Map Reformasi Birokrasi
1.2.a Penyusunan  Rood Map  dan | Tim BB dan v v W v W
Permenko PMK  tentang Foad | Biro HIP
Map dan (uick Win
1.2b Sosialisasi Roadmap Reformasi | Tim BB v v v
Birokrasi kepada seluruh pegawa
Kemenko PME
L3 Pemantauan dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi
1.3.a Penvusunan dan implementas: SK | Inspektorat
Menko/Sesmenko PME  tentang | dan Biro HIP v v W v W
Tim Asesor- PMPRB
1.3b Percncanaan dan | Inspektorat v v W v W
pengorganisasian PMPRE
1.3c Pengkomunikasian PMPREB pada | Inspektorat v v v v W
miasing-masing unit kerja
1.34 Pelatthan dan pelaksanaan v v " v !
. Inspektorat
PMPRE oleh Tim Asesor
1.3 Pengumpulan dokumen dan bukti- | v v W v !
bukti pendukung PMPRB Tim Asesor
1.3.f Sosalisasi dan pelaksanaan survel v v W v W
. Inspcktorat
internal PMPRB
l.3g Percncanaan  dan  pelaksanaan | Biro v v W v !
survei cksternal PMPRE Perencanaan
& Kerjasama
1.3h Rencana tindak lanjut PMPRB Eselon | v v W v y
1.4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya
Kinerja
148 Pelaksanaan Rapat  Pimpinan | Eselon [ dan v v ¥ v !
Esclon | tentang Pelaksanaan RE | Tim RB
1L4b Penviapan media  komumkasi | Biro HIP v v W v W
sosialisasi RB yang sedang dan
akan dilakukan secara regular
l4c Penyusunan dan pelaksanaan SK | Esclon I W
Menko PMK tentang agen! of | Inspektorat,
change atau role model Tim RB dan
Biro HIF
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NO POGRAM, KEGIATAN DAN LUNIT TAHUM
o SUB KEGIATAN TERKAIT [2015 [ 2010 | 2017 | 2018 | 2019
{11 (] (3 [EY] (5} (&) (Th (1]
1. PENGUATAMN PERATURAN
PERUNDANG-UNDAMNGAN
2.1 Harmonisasi
2.1a Pengidentifikasian, penganalisisan | Biro HIP v v W v W
dan pemetaan terhadap peraturan
perundang-undangan Kemenko
PME vang tidak
harmonis'sinkron
2.1b Penyusunan revisi  peraturan | Biro HIPF dan v v ¥ v !
perundang-undangan  Kemenko | Unit Kena
PME Yang tidak | Pengusul
harmonis/sinkron
2.l.c Sosialisasi dan diseminasi | Biro HIP v v W v W
pedoman'standard operaling
procedure (SOP) penyusunan dan
penyempurnaarn peraturan
perundang -  undangan  dh
lingkungan Kemenko PME
2.2 Sistem  pengendalian dalam
penyusunan peraturan
2.2.a Pendokumentasian  (digitalisasi) | Biro HIP . ) _
peraturan perundangan i " N v v
2.2b Pembuatan, penyusunan  dan | Biro HIP dan
pemeliharaan sistem pengendalian | Unit Kena
peraturan pcrl..lndun-_.:-undu:n-_.:.:u:n Pengusul - ¥ 1 ¥ "
{rapat koordinasi, naskah
akademiskajian/policy paper,
paraf koordinasi)
2.3c Pelaksanaan evaluasi atas
pelaksanesan  sistem pengendalian | Biro HIP v v W v W
peraturan perundang-undangan
1. PENGUATAN
KELEMBAGAAN
3.1 Evaluasi
3.la Pelaksanaan evaluasi untuk Eselon 1, Biro v v W v !
ketepatan fungsi dan ukuran HIP, Biro
Organisasi Umum damn
Inspcktorat
ilb Pelaksanaan evaluasi untuk Biro HIP, v W W W W
mengukur jenjang organisasi, Biro Umum
duplikasi fungsi dan tumpang dan
tindih fungsi dengan instansi lain | Inspektorat
3.1lc Pelaksanaan evaluasi untuk Biro HIP, v v W v !

analisis satuan organisasi vang
berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu kelompok

Biro Umum
dan
Inspcktorat
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SUB KEGIATAN TERK.AIT 2005 2016 | 2017 § 2008 | 2019
{11 (] (3 [EY] (5} (&) (Th (1]

3ld Pelaksanaan evaluasi yang Biro Umum v v v v v
mienganalisis kemungkinan
adanya pejabat vang melapor
kepada lebih dan seorang atasan
{dokumen analisis jabatan

3le Pelaksanaan evaluas: yang Biro Umum v v v v v
miengzanalisis kesesuaian dan dan Biro HIP
kemampuan struktur organisasi
dengan kinerja yang akan
dihasilkan dan adaptif terhadap
perubahan ingkungan strategis

3LF Pelaksanaan evaluasi atas Biro HIP dan v W W W W
kesesuaian strukiur organisasi Inspektorat
dengan mandaie

3.2 Penataan

3.2a Penyusunan analisis beban kerja Biro Umum v v v v v

dan Biro HIP

3.2b Pelaksanaan tindak lanjut hasil Biro HIF dan v v
evaluasi berupa pengajuan Biro Umum
perubahan organisas

IV PENATAAN TATA LAKSANA

4.1 Proses Bisnis dan Prosedur
Operasional

4.1.a Penyusunan Peta Proses Bisnis | Biro HIP dan v v W v L
untuk masing-masing unit kerja unit kerja

4.1.b Penjabaran peta proses bisnis ke | Biro HIP dan v v W v LY
dalam prosedur operasional tetap | umt kerja
(SOP)

4.1c Penetapan SOP dalam peraturan | Biro HIP v v v v v
Menko PME

4.1.4d Evaluasi peta proscs basnis dan Biro HIP v v v v W
S0P agar efcktf dan efisien
dalam birokrasi

4.2 E-E0VETTIENT

4.2.a Penyusunan j:nmu.l' design e- Biro HIP v W
governmeni

42b Implementasi pengembangan e- Biro HIP v v v v v
governmen! secara lerintegrasi

4.2.¢ Pengembangan e-government Biro HIP v W W W W
untuk peningkatan kualitas
pelavanan publik

4.24d Pengembangan e-government Biro HIP v v W v W
untuk peningkatan kualitas
pelayanan publik dalam tingkatan
transaksional

4.3 Keterbukaan Informasi Publik

4.3.a Penvusunan kebijakan pimpinan Biro HIP v v v v LY
tentang keterbukaan informas:
publik
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NO.

POGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

UNIT
TERKAIT

TAHUM

2016

2017

2018

2019

(=)

43hb

Implementasi kebijakan
keterbukaan informas: publik

Biro HIP

v

v

v

v

Monioring dan evaluasi terhadap
implementasi kebijakan
keterbukaan informasi publik

Biro HIP

PEMATAAM SISTEM
MANAJEMEN SUMBER DAY A
MANUSIA APARATUR SIPIL
MNEGARA

Perencanaan Kcbutuhan Pepawai

Penvusunan analisis jabatan dan
analisis beban kerja

Biro Umum

Penyusunan perhitungan
kebutuhan pegawai

Biro Umum

Penyusunan rencana redistnibusi

pegawal (diformalkan)

Biro Umum

Penvusunan proveks: kebutuhan
pegawal selama 5 tahun ke depan
{diformalkan)

Biro Umum

Pembuatan perhitungan formasi

jabatan vang menumang kincrja

utama kemenko PMK dan
diformalkan

Biro Umum

rl
3

Proses Penerimaan Pegawai

Transparan

Pengumuman pencrimaan
pegawal dunformasikan kepada
miasvarakat secara luas (melahu:
web-site, papan pengumuman,
surat kabar dll)

Biro Umum

4
(]
o0

Proses pendaftaran penerimaan
peegawal dengan mudah, cepat dan
pasti (anline) dengan persyaratan
yang jelas dan tidak diskniminanf

Biro Umum

e
-

Proses seleksi penenmaan
pegawai dilaksanakan dengan
transparan, objekuf, adil,
akuntabel dan bebas KEN

Biro Umum

LA
!.l
B

Pengumuman hasil seleksi
penerimaan pegawal
dunformasikan kepada
masyarakat secara terbuka
{melalui: web-site, papan
penzumuman, surat kabar dll)

Biro Umum

LA
]

Pengembangan pegawai
berdasarkan kompetensi

A
Lad
-]

Penvusunan standar kompetensi

Jjabatan

Biro Umum
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5.3 Penvusunan dan pelaksanaan Biro Umum v v v v v
ASSESSMEn! semua pegawal
5.3.c Pengidennfikasian kebutuhan Biro Umum v v W v W
pengembangan pegawai berbasis
kompetensi {program diklat)
53d Penyusunan rencana Biro Umum v v W v W
penzembangan kompetens dan
implementasi pengembangan
pegawail berbasis kompetens:
53¢ Monitoring dan evaluasi terthadap | Biro Umum v v W v W
implementas pengembangan
pegawal berbasis kompetens:
secara berkala
54 Promaosi Jabatan Dilakukan
Secara Terbuka
5.4.a Penetapan Kebijakan Promos: Biro Umum v v v v !
Terbuka dan Biro HIP
54b Promosi terbuka pengisian jabatan | Biro Umum v v " v !
pimpinan tinggl telah dan Biro HIP
dilaksanakan melalui papan
pengumuman, web-site, surat ke
instansi lain dll.
S4c Promaosi terbuka dilakukan secara | Biro Umum v v W v W
kompetnf dan objektif olch
panitia seleksi secara independen.
544 Pengumuman hasil setiap tahapan | Biro Umum v v v v !
seleksi diumumkan secara terbuka | dan Biro HIP
mielalui papan pengumuman, web-
site, dll
5.5 Penctapan Kinenja Individu
5.5a Penvusunan dan penctapan Biro v W W W Y
kinena individu sudah dilakukan Percncanaan
{melalui Sasaran Kerja & Kerjasama
Pegawal/SKP, atau dokumen lain) | dan Biro
Lmum
55b Pelaksanaan antara penilaian Biro v v " v !
kinena individu dikaitkan dengan | Perencanaan
indikator kinerja individu level di | & Keasama
atasnya dan kinerja organisasi . Biro HIP,
{dengan pola cascading, balance | Biro Umum
score card atau lainnya)
5.5.c Melakukan pengukuran kinerja Biro Umum v v W v !
individu secara penodik dan Biro
Perencanaan
& Kerjasama
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NO POGRAM, KEGIATAN DAN LUNIT TAHUM
T SUB KEGIATAN TERKAIT 2005 2016 | 2017 § 2008 | 2019
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554 Monitoring dan evaluasi terthadap | Biro v v v v W
pencapaian kinenja individu Percncanaan
& Kerjasama,
Biro HIP,
Biro Umum
dan Unit
Kena
55.¢ Hasil pemlaian kinera individu Biro Umum v v v v v
scbagai dasar pengembangan karir
individu
5.5.0 Memberikan reward and Biro Umum, v W W W W
puniziment terhadap capalan Biro HIP,
kinenja individu dikaitkan dengan | Biro
pemberian tunjangan kinerja Perencanaan
& Kerjasama
dan
Inspektorat
5.6 Pencgakan Aturan Disiplin/Kode
Enk/Kode Penlaku
5.6.a Melaksanakan penyusunan dan Biro Umum v v W v W
implementasi darl aturan dan Biro HIP
disiplin‘kode etik'kode perilaku
5.6.b Monitoring dan evaluasi tethadap | Biro Umum v v W v W
pelaksanzan aturan disiplin/kode
etik/'kode perilaku
5.6.c Memberikan reward and Biro Umum v v Ll v v
punizhment terhadap pegawai
terhadap aturan kedisiplinankode
ctik'kode penilaku
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
5.7.a Melakukan penyusunan dan Biro Umum v v W v W
menetapkan dokumen faktor
jabatan
57b Melaksanakan penyusunan dan Biro Umum v v v v LY
mienetapkan dokumen peta
jabatan
5.7.c Melaksanakan penyusunan dan Biro Umum v v v v v
menctapkan dokumen kelas
jabatan
5.8. Sistem Informasi Kepegawaian
5.8.a Melaksanakan pembangunan atau | Biro Umum v v W v W
memakai sistem informasi
kepegawalan yang dibangun
instansi pembina kepegawaan
sesual kebutuhan
58b Kemudahan akses pegawai dan Biro Umum v v v v v
pemutakhiran sistem informasi
kepegawalan vang berkelanjutan
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58¢ Menggunakan sistem informasi Biro Umum v v v v v
kepegawalan sebagal pendukung
pengambilan keputusan
manajemen
Vi PENGUATAN
AKUNTABILITAS KINERIA
fi.l. Keterlibatan Pimpinan
fi.l.a Melaksanakan penyusunan dan Biro v v v v v
penetapan Renstra Kemenko Perencanaan
PME 2015-201%, dan Penctapan | & Kerjasama,
Kincrja Biro HIP
6.1.b Melakukan momitoring dan Biro v v W v W
evaluasi periodik pencapaian Perencanaan
kinena secara berkala. & Kerjasama
6.2 Pengelolaan Akuniabilitas Kinenya
6.2.a Melaksanakan pelatihan SDM Biro Umum v v v v v
vang menangani akuntabilitas dan Biro
kinena Perencanaan
& Kerjasama
6.2.b Melakukan penyusunan pedoman | Inspektorat, v v v v W
akuntabilitas kinerja Biro
Perencanaan
& Kerjasama
6.2.c Melaksanakan pembangunan, Biro v v W v LY
memakai dan memutakhirkan Perencanaan
secara berkala sistem pengukuran | dan
kinena berbasis elektronik Kerjasama
Vi PENGUATAN SISTEM
PENGAWASAN
7.1 Gratifikas
7.1a Melaksanakan penyusunan, v v W v W
penetapan, public campaign, dan | Inspektorat
implementasi gratifikasi dan Biro HIP
7.1b Melakukan evaluasi dan tindak v v v v v
lamjut evaluasi pratifikasi Inspektorat
7.2 Penerapan SPIP
7.2a Penetapan Permenko tentang Inspektorat, v W W W v
penyelenggaraan SPIP dan Satgas | Biro HIP
SPIP.
7.2b Melaksanakan dan menyiapkan Unit Kerja v v W v W
dokumen penilalan nsiko atas
Organisasi
T.2.c Melakukan penyusunan, Inspektorat v v W v W
sosialisasi, dan monev terhadap
sistem pengendalian nsiko.
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7.3 Pengaduan Masyarakat
7.3a Melaksanakan penyusunan Biro HIP dan v v W v W
kebnjakan, penanganan, dan Unit Kerja
tindak lanjut terkait pengaduan
masvarakat.
73b Melakukan evaluasi dan tindak Biro HIP v v v v W
lanjut evaluasi dan pengaduan
masyarakat
7.4 Whistle Blowing Svstem
T4.a Melakukan penyusunan, Inspektorat v v ¥ v !
sosialisasi, dan implementasi dan | dan Biro HIP
whistle blowing system.
7.4hb Melakukan evaluasi dan tindak Inspcktorat v v W v W
lanjut evaluasi dari whisile
blowing svstem.
7.5 Penanganan Benturan
Kepentingan
7.5a Penetapan peraturan penanganan Inspektorat v W W
benturan kepentingan
7.5b Melakukan sosialisas: dan Inspektorat v v ¥ v W
implementasi penanganan
benturan kepentingan
7.5.c Melakukan evaluasi dan tindak Inspcktorat v v W v W
lanjut evaluasi dari whisile
blowing svstem.
7.6 Pembangunan Zona Integritas
7.6.a Pencanangan zona integritas dan Inspektorat v v v v W
penentuan unit yang
dikembangkan sebagm zona
integritas
7.6 Pembangunan dan cvaluasi dan Inspcktorat v v W v W
Fona inbegritas
T.6.c Evaluasi atas zona integritas vang | Inspektorat v v W v W
telah ditentukan.
T.6.d Penctapan unit kerja menuju Inspektorat W v !
Wilayah Bebas Korupsi"Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani
{WBE/WBBM)
1.7 Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)
7.7a Rekomendasi APIP didukung Inspcktorat v v W v W
komitmen pimpinan
7.7b Adanya dukungan SDM dan Inspcktorat, v v W v W
anggaran APIP yang memadai Biro Umum
secara kualitas dan kuantitas dan Biro
Perencanaan
& Kerjasama
T1.7c APIP berfokus pada client dan Inspektorat v v " v W
audit berbasis risiko
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VI PENINGEKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
8.1 Standar Pelayanan
8.1.a Melaksanakan kebijakan, Biro HIP v v W v W
sosialisasi, SOP untuk standar
pelayanan.
82.1b Melakukan reviu dan tindak lanjut | Biro HIP v v v v W
reviu atas standar pelavanan.
8.1c Melakukan reviu dan tindak lanjut | Biro HIP v v " v W
reviu atas SOP standard
pelavanan
8.2 Budaya Pelayanan Prima
8.2a Melaksanakan Biro Umum v W W W W
sosialisasypelatthan terkant
Budava Pelayvanan Prima.
82b Mempermudah akses informasi Biro HIF dan v v W v !
melalui berbagal media tentang Biro Umum
pelovanan mudah.
8.2¢ Adanya sistern reward- | Biro Umum v W W W W
punizhnent (sanksi) bagi
pelaksana layanan dan
kompensasi bagi peneTima
layanan bila layanan ndak scsum
standar
82d Membuat, dan melaksanakan Biro HIP dan v v v v !
sarana layanan terpadu Biro Umum
terintegrasi
2. Membuat inovasi pelayanan Biro HIP dan v v " v !
Biro Umum
8.3 Pengelolaan Pengaduan
8.3.a Menviapkan media dan umit Biro HIP v v W v W
pengelola penpaduan pelayanan
8.3.b Menyusun dan mengimplementa- | Biro HIP v v W v W
sikan SOP pengaduan pelayanan
B.3.c Melaksanakan tindak lanjut atas Biro HIF dan v W Y W !
seluruh pengaduan pelayanan Unit Kena
untuk perbaikan kualitas
pelovanan
8.3.d Melakukan evaluasi atas Biro HIP v ¥ W ¥ W
penanganan keluhan/masukan
8.4 Penilalan  Kepuasan  terhadap
Pelayanan
#.4.a Menyiapkan dan melakukan Biro v v W v W
survel kepuasan masyarakat Perencanaan
terhadap pelayanan dan
K.erjasama
84b Memberikan akses terbuka dan Biro v v v v !
tindak lanyut hasil survey Perencanaan
kepuasan masyarakat. dan
Kerjasama
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8.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi
85a Membuat rencana pencrapan Biro HIP v \Y Vv \Y ¥

teknologi informasi dalam
pemberian layanan.

85b Meclakukan implementasi Biro HIP v \Y \ \Y Y
teknologi informasi dalam
pemberian layanan.

85.c¢ Meclakukan perbaikan teknologi Biro HIP Vv \Y \Y \'4 A
informasi sccara terus menerus.

IX. QUICK WINS: PELAKSANAAN | Biro Umum v A \ \' \Y
REVOLUSI MENTAL DI
KEMENKO PMK

9.1 Pembentukan Gugus Tugas Biro Umum v
GNRM
9.2 Sosialisasi Biro Umum A% Vv v
9.3 Implementas: Biro Umum \4
9.4 Monitoring dan Evaluasi Biro Umum \% V v
X. PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
10.1 Pclaporan Berkala Pelaksanaan Tim RB \% v \Y% \Y \%

Reformasi Birokrasi
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